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ABSTRAK 

Nanda Aldino, Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014  tentang Perlindungan Anak. Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2023.

Perceraian dapat mengakibatkan timbulnya berbagai masalah yaitu pecahnya keluarga dari ikatan perkawinan, hubungan kekeluargaan menjadi renggang dan dampak yang paling berat akan dialami oleh anak. Perceraian pada keluarga yang memiliki anak sering kali menimbulkan permasalahan mengenai siapakah yang lebih berhak terhadap anak, yang selanjutnya melakukan tugas hadhanah dan siapa yang akan menanggung biaya nafkahnya.

Tujuan dari penelitian ini untuk: 1) pengaturan hak-hak hadhanah anak pasca perceraian ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, 2) penerapan pemenuhan hak-hak hadhanah anak pasca perceraian pada perkara Nomor 300/Pdt.G/2022/PA.Tg. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisis data penelitian menggunakan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif.
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1) Pengaturan hak-hak hadhanah anak pasca perceraian ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14. Setiap anak yang lahir dari hasil hubungan perkawinan, haruslah mendapat hak asuh dan dibesarkan oleh orang tua kandungnya sendiri dan kaitanya dengan pemenuhan hak anak. Pemisahan akibat perceraian tidak menghilangkan hubugan anak dengan kedua orang tuanya termasuk dalam pemenuhan hak-hak hadhanah anak. Seorang ayah bisa mendapat sanksi berupa hukuman apabila melalaikan kewajibannya dalam pemenuhan hak-hak hadhanah anak, hal ini merupakan bentuk penelantaran anak diatur Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 76B dan 77B. 2) Penerapan pemenuhan hak-hak hadhanah anak pasca perceraian pada perkara nomor 300/Pdt.G/2022/PA.Tg di dasarkan pada ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya,  pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sedangkan pemeliharaan anak yang sudah Mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak peliharaannya dengan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
Kata Kunci: hadhanah, anak, dan perceraian.

ABSTRACT

Nanda Aldino, Fulfillment of Child Hadhanah Rights After Divorce in Terms of Law No. 35 of 2014 Concerning Child Protection. Skripsi. Tegal: Law Study Program, Faculty of Law, Pancasakti University of Tegal. 2023.
Divorce can cause various problems, namely the breakdown of families from marital ties, family relationships become tenuous and the most severe impact will be experienced by children. Divorce in families with children often raises issues regarding who has more rights over children, who then performs hadhanah duties and who will bear the cost of living. 

The purpose of this study is to: 1) regulate children's hadhanah rights after divorce in terms of Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection, 2) implementation of the fulfillment of children's hadhanah rights after divorce in case Number 300/Pdt.G/2022/PA.Tg. This research is normative juridical law research, this type of research is library research. The data source of this research is secondary data. Methods of data collection using literature study and document study. Analysis of research data using qualitative analysis which is descriptive.

The results of the study can be concluded that 1) Arrangement of post-divorce children's hadhanah rights in terms of Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection is regulated in Article 7 paragraph (1) and Article 14. Every child born as a result of a marriage relationship must receive custody and be raised by his own biological parents and their relation to the fulfillment of children's rights. Separation due to divorce does not eliminate the child's relationship with both parents, including in fulfilling the child's hadhanah rights. A father can receive sanctions in the form of punishment if he neglects his obligations in fulfilling the child's hadhanah rights, this is a form of child neglect regulated by the Child Protection Act Articles 76B and 77B. 2) The implementation of the fulfillment of the child's hadhanah rights after divorce in case number 300/Pdt.G/2022/PA.Tg is based on the provisions of Article 41 letter (b) Law Number 1 of 1974 concerning Marriage jo. Article 105 letter (c) Compilation of Islamic Law. In this case the father and mother are still obliged to look after and educate their children, the care of children who are not yet Mumayyiz or not yet 12 years old is the right of the mother while the care of children who are already Mumayyiz is left to the child to choose between the father or mother as the holder of the rights to the pet with maintenance costs borne by his father. 

Keywords: hadhanah, children, and divorce.
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MOTTO 

“Dan janganlah kamu mencampuradukkan yang hak dengan yang batil atau menyembunyikan yang hak padahal kamu mengetahuinya.” 

(Al-Baqarah ayat 42)
“Harta dan anak-anak hanyalah perhiasan kehidupan dunia. 

Namun, amal kebaikan yang bertahan lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu 

dan lebih baik harapannya.” 

(Al-Kahfi ayat 46)
“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”
(At-Tahrim ayat 6)
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 

Perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan). Tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Pada kenyataannya, tidak semua perkawinan berjalan sesuai dengan yang diamanatkan dan diucapkan dalam perkawinan. 

Kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan mulus, ada suatu keadaan tertentu yang menghendaki putusnya perkawinan, karena jika perkawinan dilanjutkan dikhawatirkan akan membawa kemudharatan bagi kedua belah pihak maupun anaknya. Kehidupan rumah tangga ada kalanya terjadi ketidak cocokan, ketika pernikahan itu tidak dapat mencapai tujuan yang diharapkan maka tidak sedikit perceraian itu menjadi suatu jalan terakhir. 

Perselisihan yang tidak dapat lagi dipertahankan dalam keluarga membutuhkan hukum perceraian yang secara fungsional harus mampu mencegah perceraian, jika terjadinya perceraian itu tidak dapat dihindarkan lagi, maka harus dapat melindungi hak dan kewajiban suami dan istri serta anak-anak  dan  harta  bersama  yang  dihasilkan  dalam  perkawinan mereka.
 Perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi. Bahkan secara yuridis, perceraian telah diatur dalam Pasal 38 huruf b Undang-Undang Perkawinan yang di dalamnya dijelaskan bahwa putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Sedangkan dalam Pasal 39 menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dan bukan dengan putusan Pengadilan. Pasal ini dimaksudkan untuk mengatur tentang perkara talak dalam perkawinan menurut Agama Islam.
Pernikahan dan perceraian adalah ibarat dua sisi mata uang. Jika ada peristiwa pernikahan di suatu tempat, dapatdipastikan bahwa disana terdapat pula kasus perceraian. Hal ini karena perceraian atau perpisahan resmi suami istri hanya akan terjadi jika pernah dilangsungkan suatu pernikahan. Meskipun tidak semua orang yang menikah ingin bercerai, namun kasus perceraian seringkali terjadi.
 

Perceraian dapat mengakibatkan timbulnya berbagai masalah yaitu pecahnya keluarga tersebut dari ikatan perkawinan, hubungan kekeluargaan menjadi renggang dan dampak yang paling berat akan dialami oleh anak yang merupakan buah hati dari perkawinan itu sendiri. Perceraian pada keluarga yang   mempunyai  anak   sering  kali  menimbulkan  permasalahan  mengenai
siapakah diantara kedua orang tuanya yang lebih berhak terhadap anak, yang selanjutnya melakukan tugas hadhanah, siapa yang akan menanggung biaya nafkahnya.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak), Pasal 14 menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali ada alasan atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan pemisahan tersebut adalah demi kepentingan anak dan itu merupakan pertimbangan terakhir. Dalam pemisahan tersebut anak akan tetap memperoleh pembiayaan hidup dari orang tuanya dan memperoleh hak anak lainnya. Anak akan tetap membutuhkan nafkah dari orang tuanya walaupun antara ayah dan ibu sudah tidak ada status yang terikat, untuk melanjutkan hidup mereka sebelum menikah, sekolah dan kebutuhan lainnya. 
Sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam BAB XIV pada Pasal 98 mengenai batas usia anak yang dapat dikatakan mampu untuk berdiri sendiri yaitu usia 21 tahun, sepanjang ia tidak cacat fisik maupun cacat mental. Jika melihat dari kedua peraturan di atas, seharusnya anak tetap mendapatkan hak-haknya sebagai anak yang sah dalam perkawinan, meskipun ayah dan ibunya sudah bercerai. Setelah putusnya perkawinan di pengadilan, anak yang belum berusia 12 tahun hak asuh jatuh pada ibu, kemudian ayah tetap mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memenuhi nafkah anak sampai anak tersebut mampu menafkahi dirinya sendiri. 
Segala sesuatu tentang perekomonian seperti nafkah dalam ajaram Islam menjadi tanggung jawab suami atau ayah sebagai kepala keluarga. Tanggung jawab ini akan tetap ada selama masih dalam perkawinan ataupun sudah putus perkawinan. Namun, bukan berarti seorang istri tidak boleh mengulurkan bantuan untuk pemenuhan ekonomi keluarga, ibu juga diperbolehkan untuk mencari nafkah.

Mantan suami atau ayah dari anak sudah seharusnya rutin memberikan nafkah untuk anaknya baik sebelum dan sesudah perceraian. Namun permasalahan pada beberapa kasus perceraian, ada yang jarang sekali memberikan nafkah kepada anaknya dengan alasan perekomonian yang pas-pasan, terlebih lagi mantan suami tersebut sudah memiliki rumah tangga baru bersama orang lain biasanya ada yang tidak lagi memberikan nafkah kepada anaknya. Bahkan ada yang hampir tidak pernah memberikan nafkah dengan menganggap bahwa anak tersebut bukan anak kandungnya, padahal jelas anak tersebut lahir saat ikatan perkawinan tersebut masih berlangsung.

Perkara Nomor 300/Pdt.G/2022/PA.Tg merupakan salah satu perkara hadhanah pada tingkat pertama di Pengadilan Agama Kota Tegal. Tergugat sebagai seorang ayah memberikan nafkah tidak sesuai dengan pengeluaran terhadap anak yang belum berumur 18 (delapan betas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Tergugat hanya memberikan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, oleh karena itu yang memenuhi nafkah anak adalah Penggugat. Bahwa untuk memenuhi nafkah terhadap anak tersebut Penggugat telah mengeluarkan biaya setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
Anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum dikarenakan alasan khusus yang berbeda dari orang dewasa, fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang. Perlindungan hukum terhadap anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraannya. Tumbuh kembang anak merupakan isu pembangunan yang sangat penting dan ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 bahwa, Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut pola asuh (hadanah), orang tua lebih harus memperhatikan tentang memberi asuh yang baik kepada anak, layak nya anak mendapatkan bimbingan yang baik terhadap pola asuh orang tua, artinya menurut bahasa hadanah berarti meletakkan sesuatu yang dekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan.
 Seorang ibu waktu menyusukan, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuannya, dan melindunginya dari segala yang menyakiti. Erat hubungannya dengan pengertian tersebut, hadhánah menurut istilah ialah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.

Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Inpres No.1 Tahun 1991, Pasal 105 huruf (a)  menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Sedangkan dalam Ensiklopedi  Hukum  Islam  atau  menurut  hukum  keluarga  Islam dijelaskan,
hadhanah yaitu mengasuh anak kecil atau anak normal yang belum atau tidak dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaga dari hal-hal yang membahayakan, memberinya pendidikan fisik maupun psikis, mengembangkan kemampuan intelektual agar sanggup memikul.

Anak hendaklah tinggal bersama ibunya selama ibunya belum menikah dengan orang lain. Meskipun anak ditinggalkan bersama ibunya, tetapi nafkahnya tetap waib dipikul oleh ayahnya. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak, perlindungan dan pemenuhan hak azazi anak menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, mayarakat, keluarga, dan orang tua. Orang tua, khususnya ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai sang anak mempunyai kemampuan untuk menafkahi dirinya sendiri. Artinya anak yang belum mampu berhak mendapatkan nafkah dari orang tuanya walaupun antara ayah dan ibu sudah tidak ada status yang terikat atau bercerai. Berdasarkan dari latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dalam sebuah tulisan yang berjudul “Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”. 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hak-hak hadhanah anak pasca perceraian ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana penerapan pemenuhan hak-hak hadhanah anak pasca perceraian pada perkara Nomor 300/Pdt.G/2022/PA.Tg?
C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pengaturan hak-hak hadhanah anak pasca perceraian ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui penerapan pemenuhan hak-hak hadhanah anak pasca perceraian pada perkara Nomor 300/Pdt.G/2022/PA.Tg.
D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun manfaat penelitian ini: 

1. Secara teoritis, sebagai sarana untuk sumbangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan bagi peneliti dalam memperkaya pemahaman akademis di bidang ilmu hukum, khususnya terkait dengan nafkah dan hak-hak hadhanah anak pasca perceraian orang tua. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi informasi dan pengayaan materi mengenai implemantasi putusan hakim dalam menangani perlindungan anak akibat perceraian serta dapat dijadikan referensi maupun rujukan bagi penelitian-penelitian sejenis selanjutnya. 
2. Secara praktis, diharapkan berguna sebagai masukan pengetahuan bagi masyarakat serta bahan bacaan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui tentang pemenuhan nafkah anak dan dampak bagi ayah yang tidak memenuhi nafkah anak pasca perceraian oleh ayah. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam penerapan hukum terkait dengan nafkah dan hak-hak hadhanah anak pasca perceraian.
E. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka menyajikan penelitian terkait atau referensi yang akan digunakan dalam penelitian ini terkait dengan hak-hak hadhanah anak pasca perceraian. Hasil penelusuran peneliti terhadap penelitian-penelitian ilmiah sebelumnya dapat dijadikan peneliti sebagai bahan rujukan. Berikut beberapa literatur terkait permasalahan dalam penelitian ini. 

1. Iksan, Adnan, & Khairunnisa, “Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua”.

Perkawinan sebagai sesuatu yang sacral bagi umat islam terkadang akan berakhir dengan perceraian karena disebabkan oleh berbagai hal. Perceraian  ini  pun  dikemudian  hari  juga  terkadang  akan memunculkan
masalah terutama siapa dan bagaimana tanggung jawab orang tua yang telah bercerai berkaitan dengan pemeliharaan anak. Dalam berbagai kasus ketika pasangan suami istri bercerai maka hak-hak anak terkadang diabaikan  oleh  kedua  belah  pihak baik dilakukan secara sengaja maupun
tidak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan anak pasca perceraian orang tua. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif. Dengan alat pengumpul datanya adalah dokumentasi/mengkaji dari aspek kepustakaan. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa sesungguhnya peraturan yang dibuat oleh Negara sudah cukup memberikan perlindungan kepada anak pasca perceraian orang tua. Ketentuan mengenai siapa yang punya tanggung jawab utama dalam memnberikan nafkah kepada anak setelah bercerai, tentu bapaknya. Apabila bapak sudah tidak menyanggupinya baru diserahkan kepada Ibunya. Apabila ketentuan tersebut di langgar maka ada ketentuan pidana yang mengatur khususnya pasal 76A dan 76B. Hal ini sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 kemudian di revisi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak.
2. Husnatul Mahmudah, Juhriati, & Zuhrah, “Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)”.
 
Penelitian ini merupakan studi komparasi terkait hadhanah anak pasca putusan perceraian dalam perspektif hokum Islam dan hukum positif Indonesia.  Penelitian  ini   bertujuan  untuk   menganalisis   bagaimanakah
dasar hukum pelaksanaan hadhanah pada anak pasca perceraian dalam dua perspektif hukum tersebut. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif. Hadhanah merupakan hak anak yang harus dipenuhi oleh kedua orang tua. Hadhanah meliputi pendidikan dan pengasuhan dari orang dewasa selaku orang tua kepada anak yang belum dewasa. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hadhanah dalam hukum Islam sangat mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini tertuang dalam sumber utama hukum Islam (Al-Qur’an dan Hadis) bahwa anak-anak pun memiliki hak yang melekat dalam hubungannya dengan kedua orang tuanya, meskipun telah terjadi perceraian. Begitu juga dalam hukum positif di Indonesia. Kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian menurut ketentuan kedua hukum (Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia) tersebut adalah sejalan, makna kekuasaan orang tua terhadap anak sangat berkolerasi terhadap makna perkawinan dan perceraian sebagaimana diatur oleh KHI dan UU Perkawinan. Pemaknaan hadhanah yang terdapat di dalam kedua hukum ini ternyata juga sejalan dengan pemaknaan perlindungan anak sebagaimana diatur di dalam UU Perlindungan anak, yaitu memberikan yang terbaik kepada anak. Sehingga kedua orang tua yang bercerai harus tetap memenuhi hadhanah anaknya sesuai dengan hak anak dalam UU Perlindungan Anak yaitu, hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi.
3. Irfan Islami & Aini Sahara, “Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian”.
 
Salah satu akibat dari perceraian adalah penguasaan hak asuh anak kepada salah satu pasangan yang berpisah, yaitu baik kepada ibu (mantan isteri) atau kepada bapak (mantan suami). Terkadang dalam kasus perceraian tidak sedikit sengketa penguasaan hak asuh anak dibawah umur diberikan kepada bapak kandung. Penelitian ini dilakukan secara normatif dengan menganalisis beberapa kasus yang ada mengenai legalitas penguasaaan hak asuh anak di bawah umur oleh bapak atau mantan suami pasca perceraian ditinjau dari hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Pelimpahan hak asuh anak di bawah umur pasca perceraian dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diatur secara rinci dan jelas menjadi hak bapak atau hak ibu. Namun di dalam Pasal 105 KHI dijelaskan bahwa hak asuh anak yang masih berusia di bawah 12 tahun adalah hak ibunya. Ada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dapat dijadikan acuan agar hak asuh anak di bawah umur tersebut dapat dilimpahkan kepada Bapak kandungnya, di antaranya: Pasal 109 KHI mengenai pencabutan perwalian; Pasal 41 UU Perkawinan, mengenai persamaan hak antara Ibu dan Bapak terkait hak asuh anak dengan mengedepankan kepentingan dari anak tersebut; Pasal 49 UU Perkawinan  mengenai  permintaan  pencabutan  hak  asuh anak oleh salah
satu orangtua maupun keluarga dari anak tersebut; dan Pasal 14 UU Perlindungan Anak mengenai pemisahan seorang anak dengan salah satu ataupun kedua orangtuanya demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan mutakhir dengan tidak menghilangkan hak-hak seorang anak yang harus dipenuhi oleh orangtua. Dari beberapa pasal yang menyatakan hak hadhanah harus memperhatikan kepentingan si anak, jika hak hadhanah yang akan diberikan kepada ibu sudah tidak ada lagi kepentingan si anak di dalamnya maka hak hadhanah tersebut dapat diberikan kepada bapaknya. 
4. Randy Septian, Meitri Widya Pangestika, & Inri Rawis, “Studi Kasus Terhadap Hak Asuh Anak dalam Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/ PA.BPP di Pengadilan Agama Balikpapan”.

Rumusan masalah dalam penulisan ni adalah bagaimana kepastian hukum terhadap salah satu pihak yang tidak melaksanakan si putusan dalam perkara hak asuh anak nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Bpp, dan upaya hukum apa yang bisa dilakukan kepada pihak yang dirugikan dengan tidak dilaksanakannya si putusan dalam perkara hak asuh anak nomor 1365/ Pdt.G/2021/PA.Bpp. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah  penelitian  yuridis  normatif, sedangkan data yang diperoleh dalam
penulisan ni menggunakan data sekunder. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

Berdasarkan hasil pembahasan, disimpulkan bahwa salah satu pihak yang tidak melaksanakan si putusan dalam perkara hak asuh anak nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Bpp belum ada regulasi yang mengatur secara jelas terkait hal tersebut. Karena pada mplementasinya pihak dari yang tidak melaksanakan putusan (pihak bu) tersebut masih terbayang oleh trauma dalam rumah tangga bersama mantan suaminya sehingga ini mempengaruhi dalam pertemuan dan memberikan akses kepada bapaknya untuk dapat mencurahkan perhatian dan kasih sayang. Upaya hukum yang bisa dilakukan oleh para pihak diantaranya banding dan kasasi. Upaya hukum banding telah dilakukan oleh pihak ayahnya namun putusannya menguatkan putusan pengadilan agama Balikpapan. Terhadap putusan tersebut sebenarnya pihak dari ayah tidak mempersoalkan tentang hak asuh anak kepada bunya hanya saja pihak dari ayah menginginkan amar putusan pada angka 3, 4, dan 5 dijalankan kepada pihak bu yang memiliki hak asuhnya.
F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan (library research) diperoleh dari bahan pustaka yang berhubungan dengan permasalahan utama. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.
 Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan yang identik dengan kegiatan analisis teks atau wacana. Kegiatan analisis tersebut bertujuan untuk menyelidiki suatu peristiwa, baik berupa perbuatan atau tulisan yang diteliti untuk mendapatkan fakta-fakta yang tepat.
 
2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
 Penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan-perundangan, putusan pengadilan, peranjian, serta doktrin.
 Metode yang dilakukan pada penelitian ini yaitu penelitian hukum normative dengan penafsiran hukum yang mengkaji undang-undang terkait pada permasalahan itu sehingga dapat memberikan suatu analisa terhadap permasalahan yang sedang dihadapi.

Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder), dalam hal ini mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat para sarjana untuk mendeskripsikan pengaturan hak-hak hadhanah anak pasca perceraian ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan penerapannya.
3. Sumber Data
Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu,
 yaitu menggunakan data sekunder yang berasal dari penelurusan dokumen. Adapun beberapa sumber yang digunakan dalam penelitian ini antara lain buku-buku teks, jurnal ilmiah, refrensi statistik, hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, desertasi, dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan.
 
Data sekunder yang dimaksud meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier berupa norma dasar, perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya.

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan mengikat karena dikeluarkan pemerintah.
 Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam.
b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan yang membahas bahan primer.
 Pada penelitian ini, yang menjadi bahan sekunder adalah hasil-hasil penelitian hukum, literatur hukum (buku-buku ilmiah), jurnal penelitian, media massa, dan makalah-makalah.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang akan melengkapi atau menunjang bahan hukum primer dan sekunder.
 Bahan tersier pada penelitian ini diantaranya yaitu kamus hukum dan bahan dari internet yang berkaitan permasalahan penelitian. 
4. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.
 Studi kepustakaan (library research) atau studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan data dilakukan melalui data tertulis.
 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan menggali data yang bersumber data sekunder. Oleh karena sumber data berupa data-data tertulis, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, kemudian penulis melakukan identifikasi wacana terkait dengan permasalahan penelitian.

5. Metode Analisis Data 

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisa data kualitatif dengan analisis deskriptif. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.
 Peneliti menyusun data-data yang telah dikumpul, diklasifikasi dan kemudian di analisis secara deskriptif yaitu melukiskan atau menggambarkan secara sistematis pengaturan hak-hak hadhanah anak pasca perceraian ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan penerapannya.
Berdasarkan penjelasan di atas, maka pada penelitian ini analisis data didapatkan  dari  bahan-bahan  yang  ada,   antara  lain  peraturan   perundang-
undangan, buku-buku penunjang di perpustakaan, baik undang-undang maupun buku-buku yang berkaitan dengan hak-hak hadhanah anak pasca perceraian. Dari bahan yang sudah ada dikumpulkan kemudian dianalisis serta dikembangkan dengan bahasa peneliti, diharapkan dapat berkesinambungan antara data yang didapatkan dengan tujuan penelitian yang diinginkan.

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan memberikan gambaran tentang isi skripsi ini, berikut susunan sistematika penulisan skripsi penelitian ini.

Bab I 
Pendahuluan. Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II 
Tinjauan Konseptual. Bab kedua ini menguraikan tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang hadhanah, dan tinjauan umum tentang perceraian, dan perlindungan anak. Bab ini merupakan landasan teori untuk pembahasan bab-bab selanjutnya.
Bab III 
Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan, yaitu pengaturan hak-hak hadhanah anak pasca perceraian ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan penerapan pemenuhan hak-hak hadhanah anak pasca perceraian pada perkara Nomor 300/Pdt.G/2022/PA.Tg
Bab IV
Penutup. Berisi mengenai kesimpulan dan saran, penulis akan menyimpukan hasil penelitian dan pembahasan. Selain itu juga penulis memberikan saran yang bersifat membangun.
BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL
A. Tinjauan Umum tentang Hadhanah 
1. Pengertian Hadhanah
Kata hadhanah merupakan bentuk mashdar dari kata hadhnu, yang memiliki makna memelihara atau mengasuh anak. Secara etismologis hadhanah berarti “di samping” atau berada “di bawah ketiak”. Secara terminologis, hadhanah adalah menjaga anak yang belum bisa mengatur dan merawat dirinya sendiri, serta belum mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya..
 Amir Syarifuddin menyatakan bahwa kata hadhanah yaitu pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya perceraian atau putusnya suatu perkawinan.

Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah memberikan definisi hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki ataupun perempuan yang sudah besar, tapi belum tamyiz tanpa perintah padanya, menjadikan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya, dari suatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya. Lebih lanjut Amir Syarifuddin menyatakan bahwa istilah hadhanah mencakup beberapa hal, di antaranya perihal siapa yang lebih berhak terhadap pengasuhan anak dan siapa pula yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak hingga anak tersebut mampu berdiri sendiri.25
Hadhanah menurut Wahbah Az-Zuhaili berarti pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya. Bisa juga diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena tidak mumayyiz seperti anak-anak, orang dewasa tetapi gila. Pemeliharaan di sini mencakup urusan makanan, pakaian, urusan tidur, membersihkan, memandikan, mencuci pakaian, dan sejenisnya. Jadi Hadhânah adalah salah satu bentuk dari kekuasaan dan kepemimpinan. Namun demikian, dalam hal ini perempuan lebih layak untuk menempatinya karena kaum hawa bisa lebih lembut, penuh kasih sayang, dan sabar dalam memdidik. Jika si anak sudah mencapai usia tertentu maka hak pemeliharaannya dilimpahkan kepada lelaki, karena ia lebih mampu menjaga dan mendidik si anak dari kaum wanita.26
Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dalam Pasal 1 Huruf (g) bahwa pemeliharan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak tersebut bersifat kontinu sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.
Pemeliharaan anak sebagai bentuk pemenuhan untuk berbagai aspek kebutuhan primer dan sekunder anak. Pemeliharaan anak meliputi berbagai aspek yaitu pendidikan, biaya hidup kesehatan, ketentraman dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya. Ajaran Islam mengungkapkan bahwa tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, dan tidak tertutup kemungkinan tanggung jawab itu beralih kepada istri untuk membantu suaminya apabila suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, amat penting mewujudkan kerja sama dan saling membantu antara suami istri dalam memelihara anak sampai dewasa. Undang-Undang Perkawinan tidak menyebutkan pengertian pemeliharaan anak secara definitif, melainkan hanya disebutkan tentang kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya. Jadi hak asuh anak adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki ataupun perempuan tanpa perintah darinya, menyediakan sesuatu yang baik baginya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya agar bisa berdiri sendiri dan memikul tanggung jawab.27
2. Dasar Hukum Hadhanah
Hadhanah atau pengasuhan anak hukumnya wajib, karena anak bisa saja akan hancur apabila ditelantarkan. Oleh karena itu, wajib menjaga anak tersebut dari kehancuran sebagaimana diwajibkan menafkahinya dan menyelamatkannya  dari  kebinasaan.28 Hadhanah yang disepakati oleh ulama
fiqh menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi kedua orang tuanya, karena apabila anak yang masih kecil, belum mumayiz yang tidak dirawat dan didik dengan baik,maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan anak bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka.29
Pemeliharaan anak merupakan tangung jawab kedua orang tua (suami isteri), untuk segala masalah pembiayaan pemeliharaan dan pendidikan anak merupakan tangung jawab ayahnya (suami), sedangkan hak memelihara terletak pada ibu (istri), seperti halnya firman Allah SWT. Dalam surah Al Tahrim, ayat 6, yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
Pada ayat ini, orangtua diperintahkan Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak.30 Sedangkan dalam Hadist terkait dengan hadhanah disebutkan dalam HR. Abu Dawud, yang artinya “Telah  menceritakan  kepada kami Mahmuud bin Khaalid AsSulamiy,
Telah menceritakan kepada kami Al-Waliid, dari Abu ‘Amru, yaitu Al-Auza’iy, Telah menceritakan kepadaku ‘Amru bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya ‘Abdullah bin ‘Amru: Bahwasannya ada seorang wanita berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susuku adalah tempat minumnya, dan pangkuanku adalah rumahnya; sedangkan ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkanya dariku”. Lalu Kemudian Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam berkata kepadanya: “Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah”.31 
Hadits ini menjadi dalil bahwa ibu lebih berhak dalam pengasuhan anak, selama iabelum menikah kembali dengan laki-laki lain. ‘Umar radliyallaahu ‘anhu pernah menceraikan istrinya yang kemudian keduanya berselisih tentang hak pengasuhannya anaknya. Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Hadhanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya, dan orang yang mendidiknya. Dalam kaitan ini, terutama ibunyalah yang berkewajiban melakukan hadhanah. 32
3. Syarat-Syarat Hadhanah
Bagi seorang hadhinah yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang di asuhnya yaitu adanya kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat tertentu ini tidak dipenuhi satu saja maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan hadhânah-nya. Adapun syarat-syaratnya itu adalah:
a. Berakal sehat. Jadi, bagi orang yang kurang akal dan gila, keduanya tidak boleh menangani Hadhânah karena mereka ini tidak dapat mengurusi dirinya sendiri. Karena itu, ia tidak boleh diserahi tugas mengurus orang lain sebab orang lain sebab orang yang tidak punya apa-apa tentu tidak dapat memberi apa-apa kepada orang lain.
b. Dewasa (Baligh). Sekalipun anak kecil itu mumayyiz, ia tetap membutuhkan orang lain yang mengurusi urusannya dan mengasuhnya. Karena itu, dia tidak boleh menangani urusan orang lain. 
c. Mampu mendidik. Karena itu, orang yang buta atau rabun, sakit menular, atau sakit yang melemahkan jasmaninya tidak boleh menjadi pengasuh untuk mengurus kepentingan anak kecil. Juga tidak berusia lanjut, yang bahkan ia sendiri perlu diurus, bukan orang yang mengabaikan urusan rumahnya sehingga merugikan anak kecil yang diurusnya, atau bukan orang yang tinggal bersama orang yang sakit menular atau bersama orang yang suka marah-marah kepada anak-anak. Sekalipun kerabat anak kecil itu sendiri, sehingga akibat kemarahannya itu ia tidak bisa memperhatikan kepentingan si anak secara sempurna dan menciptakan suasana yang tidak baik. 
d. Amanah dan berbudi. Orang curang tidak amanah bagi anak kecil dan ia tidak dapat dipercaya untuk bisa menunaikan kewajibannya dengan baik. Terlebih lagi, nantiny si anak dapat meniru atau berkelakuan seperti kelakuan orang yang curang ini. 
e. Islam. anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan muslim. Hal ini, karena Hadhânah merupakan masalah perwalian, sedangkan Allah tidak membolehkan orang mukmin di bawah perwalian orang kafir. 
f. Keadaan wanita belum kawin. Jika si ibu telah kawin lagi dengan laki-laki lain, hak Hadhânah-nya hilang. 
g. Merdeka. Seorang budak biasnaya sangat sibuk dengan urusan-urusan tuannya sehingga ia tidak memiliki kesempatan untuk mengasuh anak kecil.

Amir Syaripuddin menyebutkan rukun hadhanah ada 2 (dua) yaitu: orang tua atau ibu yang mengasuh yang disebut hadhin dan anak yang diasuh disebut mahdhun.33 Bagi seorang yang melakukan hadhanah (pengasuh) yang menangani dan menyelenggarakan untuk kepentingan anak dalam pemeliharaan, haruslah adanya kecukupan dan kecakapan, yang memerlukan syarat-syarat tertentu, adapun syarat-syarat tersebut ialah:34
a. Orang yang melakukan hadhanah hendaknya sudah baligh dan berakal, tidak terganggu ingatannya, sebab hadhanah itu merupakan pekerjaan yang penuh tangung jawab. Oleh sebab itu seorang ibu yang mengalami gangguan jiwa atau gangguan ingatan tidak layak melakukan tugas hadhanah. Ahmad bin hambal menambahkan agar yang melakukan hadhanah tidak mengidap penyakit menular.
b. Dewasa, karena anak kecil sekalipun tergolong mumayiz, tetap tergantung pada orang lain yang mengurus dan mengaasuhnya,sehingga tidak layak mengasuh orang lain.
c. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik mahdun (anak yang diasuh), dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang mengakibatkan tugas hadhanah menjadi terlantar.
d. Seseorang yang melakukan hadhanah hendaklah dapat dipercaya memegang amanah, sehingga dengan itu dapat lebih menjamin pemeliharaan anak. Orang yang rusak ahlaknya tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak yang diasuh tidak layak melakukan tugas hadhanah.
e. Jika yang melakukan hadhanah itu ibu kandung dari anak yang akan diasuh, disyaratkan tidak kawin dengan lelaki lain. Dasarnya adalah penjelasan Rosulullah bahwa seorang ibu hanya mempunyai hak hadhanah bagi anaknya selama ia belum menikah dengan lelaki lain, (HR. Abu Daud), adapun persyaratan tersebut karena dikhawatirkan suami kedua tidak merelakan istrinya disibukan mengurus anak dari suami pertama. Oleh karena itu disimpulkan seperti ahli-ahli fiqih, hak hadhanahnya tidak menjadi gugur jika ia menikah dengan kerabat dekat si anak, yang memperlihatkan kasih sayang dan tangung jawabnya. Demikian pula hak hadhanah tidak gugur jika ia menikah dengan lelaki lain yang rela menerima apa adanya, hal itu terjadi pada Ummu Salamah, ketika ia menikah dengan Rosullah, anaknya dengan suami pertama tetap dalam asuhannya. Berdasarkan penjelasan ini tidak gugur hak hadhanah seorang ibu dengan menikahnya dia dengan lelaki lain.
f. Seorang yang melakukan hadhanah haruslah beragama Islam, seorang non muslim tidak berhak dan tidak boleh ditunjuk sebagai pengasuh. Karena tugas mengasuh termasuk ke dalamnya usaha mendidik anak menjadi muslim yang baik, dan hal itu menjadi kewajiban mutlak atas kedua orang tua. Para ahli fiqih mendasarkan kesimpulan tersebut pada ayat 6 surah At-Tahrim yang mengajarkan agar memelihara diri dan keluarga dari siksaan neraka. Untuk tujuan itu perlu pendidikan dan pengarahan dari waktu kecil. Tujuan tersebut akan sulit terwujud jika yang mendampingi (mengasuh) bukanlah seorang muslim.34
4. Batasan Umur Hadhanah
Terkait dengan masalah masa atau waktu dalam hadhanah ini dalam Alqur‟an tidak dijelaskan secara jelas hanya saja terdapat isyarat-isyarat yang menerangkan ayat tersebut sehingga para ulama berijtihad sendiri-sendiri dalam menetapkan dengan berpedoman kepada isyarat itu. Seperti menurut imam Hanafi masa hadhanah anak laki-laki berakhir ketika anak itu tidak lagi memerlukan penjagaan dan dapat mengurus keperluannya sehari-hari seperti makan, minum, mengatur pakaian, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk perempuan berakhir apabila sudah baligh atau telah datang haid pertama.
Menurut mazhab Maliki batas usia masa pemeliharaan anak bagi laki-laki adalah sejak dilahirkan dan berakhir dengan ihtilam (mimpi)/baligh, sedangkan untuk perempuan berakhir dengan samapai ia pada umur menikah. Mereka mengambil dasar dalil-dalil seperti yang keluarkan oleh imam ahamad: Ya Rasulallah, sesunggunya anakku ini perutku tempatnya susuku menjadi minumannya pangkuanku menjadi tempat pemeliharaanya, dan sesungguhnya ayahnya telah mentalak saya dan ia hendak mengambilnya dari saya, maka Rasulullah berkata “Engkau lebih berhak atasnya selama engkau belum menikah. 

Lain halnya dengan batas hadhanah menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 98 yang menjelaskan bahwa batas usia berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak itu tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan. Mengenai hal ini sebenarnya telah dijelaskan dalam pasal sebelumnya, yaitu Pasal 98 ayat (1) yang berbunyi: “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melakukan perkawinan”. Sedangkan dalam Undang-Undang Pernikahan dijelaskan orang tua wajib memelihara anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun secara baik sampai anak dapat berdiri sendiri atau sudah menikah. 
5. Bentuk Hadhanah
Hadhanah yang dimaksud adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka degan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.
 Dari pengertian-pengerti hadhanah tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hadhanah itu mencakup aspek-aspek:

a. Pendidikan.

b. Pencakupannya kebutuhan.

c. Usia (yaitu bahwa hadhanah itu diberikan kepada anak sampai usia tertentu).

Nafkah merupakan hal yang wajib dipenuhi seorang ayah (suami) untuk keperluan rumah tangga. Harta terbaik adalah harta yang diberikan kepada keluarganya sebagai nafkah, dan seseorang telah di anggap melakukan dosa jika tidak memberi nafkah pada orang-orang yang menjadi tanggungannya.
 Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain.
 Nafkah merupakan hal yang wajib dipenuhi seorang ayah (suami) untuk keperluan rumah tangga. Harta terbaik adalah harta yang diberikan kepada keluarganya sebagai nafkah, dan seseorang telah diaggap melakukan dosa jika tidak memberi nafkah pada orang-orang yang menjadi tanggungannya. Nafkah bagi anak-anak seperti pahala sedekah dan bertangung jawab serta berkerja untuk mereka sebagai jalan yang aman kesurga dan derajat utama.
Kewajiban orang tua dalam menjaga, merawat, melindungi serta mendidik anak (melakukan hadhanah). Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu memerlukan orang lain dalam hidupnya, baik dalam merawat tumbuh kembang fisiknya juga membentuk tumbuh kembang mental dan jiwanya, jadi sudah menjadi kewajiban orang tua dalam menjaga, merawat, melindungi anaknya, jika tidak hal ini dapat mengakibatkan seorang anak tumbuh tidak terpelihara dan tidak terarah. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan hadhanah adalah membekali anak secara material maupun secara spiritual, mental maupun fisik agar anak mampu berdiri sediri dalam menghadapi hidup dan kehidupan nanti bila ia dewasa.28 
Undang-Undang Perkawinan tidak menyebutkan pengertian  pemeliharaan anak (hadhanah) secara definitif, melainkan hanya disebutkan tentang kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ini disebutkan bahwa, “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”. Dengan demikian pemeliharaan anak dapat diartikan sebagai tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari anak oleh orang tua. Tanggung jawab tersebut berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah tersebut bersifat kontinu (terus menerus) sampai anak itu mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah bisa berdiri sendiri. Dari pengertian pemeliharaan pemeliharaan anak (hadhanah) tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pemeliharaan anak adalah mencakup segala kebutuhan anak, jasmani dan rohani. Sehingga termasuk pemeliharaan anak adalah mengembangkan jiwa intelektual anak melalui pendidikan.

B. Tinjauan tentang Anak Di Bawah Umur
1. Pengertian Anak Di Bawah Umur

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri.29 Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang dibawah umur atau keadaan di bawah umur atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali.30
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Sementara Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

Dengan demikian maka pengertian anak (juvenile) pada umumnya adalah seorang yang masih di bawah umur tertentu, yang belum dewasa dan belum pernah kawin. Pada beberapa peratuaran perundang–undangan di Indonesia mengenai batasan umur berbeda-beda. Perbedaan tersebut bergantung dari sudut manakah pengertian anak dilihat dan ditafsirkan. Hal ini tentu ada pertimbangan aspek psikis yang menyangkut kematangan jiwa seseorang.31 Di sisi lain, batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas, dirasa menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan. 
2. Hak-Hak Anak Dibawah Umur
Anak sebagai golongan rentan memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya. Sebagaimana diketahui manusia adalah pendukung hak sejak lahir, dan diantara hak tersebut terdapat hak yang bersifat mutlak sehingga perlu dilindungi oleh setiap orang. Hak yang demikian itu tidak terkecuali juga dimiliki oleh anak, namun anak memiliki hak-hak khusus yang ditimbulkan oleh kebutuhan-kebutuhan khusus akibat keterbatasan kemampuan sebagai anak. Keterbatasan itu yang kemudian menyadarkan dunia bahwa perlindungan terhadap hak anak mutlak diperlukan untuk menciptakan masa depan kemanusiaan yang lebih baik.32
Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini. Berkaitan dengan perlakuan terhadap anak tersebut, maka penting bagi kita mengetahui hak-hak anak dan kewajiban anak. Terlebih dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukan sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas. Orang dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak.

Setiap orang mempunyai kepentingan sendiri yang berbeda antara manusia satu dengan yang lainnya dalam masyarakat. Untuk itu diperlukannya aturan hukum untuk menata kepentingan itu. Ketentuan hukum yang menyangkut kepentingan anak disebut hukum perlindungan anak. Hukum perlindungan anak adalah hukum yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban anak. Bismar Siregar mengatakan aspek perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak–hak anak yang diatur oleh hukum bukan kewajiban, mengingat secara hukum anak belum dibebani kewajiban.

Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukm teringgi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari. 

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatur hak-hak anak sebagai berikut:
a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang (Pasal 2 ayat 1)

b. Anak berhak atas perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan (Pasal 2 ayat 3).
c. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar (Pasal 2 ayat 4).

d. Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan bantuan dan perlindungan (Pasal 3 ayat 4).
e. Anak tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara, atau orang, atau badan (Pasal 4 ayat 1).
f. Anak tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar (Pasal 5 ayat 1).

g. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya (Pasal 6 ayat 1).
h. Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial (Pasal 8).
Hak anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

a. Setiap anak berhak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).

c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali (Pasal 6).

d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat 1).
e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial (Pasal 8).

f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9 Ayat 1).

g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).

h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).

i. Setiap anak berhak menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).

j. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasaan, dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya (Pasal 13).
k. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14).

l. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; e. pelibatan dalam peperangan (Pasal 15)
m. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16 ayat 1).

n. Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (Pasal 16 ayat 2).

o. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: a) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; b) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan c)Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17 ayat 1).

p. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, perlindungan terhadap anak di atur dalam:

a. Setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara (Pasal 52 ayat 1).

b. Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupan; Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan (Pasal 53 ayat 1, 2).
c. Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Pasal 54).

d. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tuanya dan atau wali (Pasal 55).
e. Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 56 ayat 1).

f. Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat dan dibimbing oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal sebagai orang tua (Pasal 57 ayat 1 dan 2).

g. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, pemberlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan (Pasal 58 ayat 1).

h. Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tua secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukan bahwa pemisahan itu adalah kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 59).

i. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya (Pasal 60).

j. Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasan demi pengembangan dirinya (Pasal 61).

k. Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya (Pasal 62).

l. Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial dan peristiwa lainnya yang mengandung unsur kekerasan (Pasal 63).

m. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan, fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya (Pasal 64).

n. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Pasal 65).

o. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum (Pasal 66).

p. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya (Pasal 66 ayat 5).

q. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku (Pasal 66 ayat 6).

r. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyktif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum (Pasal 66 ayat 7).

Dari beberapa ketentuan perundang-undangan di atas, maka penulis mengkategorikan hak-hak anak, antara lain hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang; hak untuk mendapatkan identitas dan kewarganegaraan; hak untuk mengetahui orang tua, dibesarkan, dan diasuh orang tuanya; hak untuk memperoleh pendidikan yang sesuai; hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial; hak untuk mendapatkan kebebasan beribadah, berekspresi, dan berpikir; hak untuk memperoleh lingkungan terbaik; hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala hal yang dapat merugikan; hak untuk mendapatkan Air Susu Ibu (ASI). Penelitian ini difokuskan pada hak mendapatkan pengasuhan dari orang tuanya. 

C. Tinjauan Umum tentang Perceraian 

Semua orang yang telah terikat suatu lembaga perkawinan, pada umumnya berkehendak bahwa perkawinan tersebut hanya dipisahkan oleh kematian. Namun dalam kenyataannya, terkadang suami isteri dalam sebuah rumah tangga yang kurang memahami makna dan tujuan perkawinan, dalam mengarungi bahtera rumah tangga mengalami sesuatu yang tidak diinginkan. Suatu pertengkaran yang terus menerus, penyebabnya karena berbagai faktor maka sangat dimungkinkan untuk terjadinya perceraian. 29
Secara difinitif, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara khusus menjelaskan arti perceraian. Namun jika mencermati Pasal 38 yang berbunyi perkawinan dapat putus karena:
a. kematian,
b. perceraian dan
c. atas keputusan Pengadilan. 
Serta Pasal 39 yang berbunyi: 

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
(3) Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Maka perceraian diperbolehkan, walaupun pada asasnya undang-undang ini mempersulit adanya perceraian. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sangat sukar untuk melakukan perceraian karena undang-undang ini menganut prinsip mempersulit perceraian. Prinsip ini merupakan upaya untuk mengurangi dan menekan angka perceraian serta agar perceraian tidak dijadikan alternatif terakhir oleh suami isteri apabila terjadi pertengkaran dalam rumah tangga. Selanjutnya alasan-alasan perceraian diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan:
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
Suatu proses perceraian, alasan-alasan yang telah dipersiapkan belum cukup dinilai sebagai jaminan. Para pihak harus memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi: Tata Cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri. Peraturan perundangan yang dimaksudkan adalah Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Dalam hal perceraian maka suami-isteri yang akan bercerai juga harus memperhatikan ketentuan agama. Apakah ketentuan hukum agama yang dianut suami-isteri yang bersangkutan memungkinkan atau tidak bagi pasangan suami-isteri yang bersangkutan untuk bercerai. Kalau hukum agama suami-isteri yang bersangkutan melarang terjadinya perceraian, maka perceraian tersebut tidak dapat dilaksanakan meskipun undang-undang atau hukum negara memungkinkannya.

Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Tidak disinggung di sini hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dan kalau kita perhatikan rumusan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Maka seolah-olah untuk perceraian ini tidak perlu diperhatikan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
Terlepas dari interpretasi pasal tersebut, maka dalam implimentasi perceraian yang dilandasi dasar agama dan kepercayaannya itu, setidaknya akan menjadi pembanding bagi terlaksananya perceraian. Adanya proses perceraian yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan merupakan realisasi dari prinsip perkawinan yang dianut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu prinsip untuk mencegah perceraian. Walaupun perceraian merupakan urusan pribadi, atau kehendak bersama, maupun kehendak salah satu pihak dan tidak memerlukan campur tangan pihak lain atau pihak pemerintah, namun demi menghindari tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami kepada isterinya serta demi adanya kepastian hukum, maka perceraian harus dilakukan melalui saluran lembaga peradilan.31
Fungsi proses persidangan merupakan hal yang sangat penting, sebab dalam sidang kedua belah pihak mendapatkan beberapa pertimbangan dan alternatif dari hakim agar yang bersangkutan tidak meneruskan niatnya untuk bercerai. Akan tetapi andaikata dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang 1 No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diharuskan untuk memperhatikan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka akan sulit bagi mereka yang beragama Kristen, terutama bagi yang beragama Kristen Katolik, untuk bercerai.
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